DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial
prudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume [
Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2010.

Ali, Chidir, Badan Hukum, Alumni, Jakarta, 2010.

Brouwer, J.G. dan Schilder, 4 Survey of Dutch Administrative Law, Ars Aeguilibri,
Nijmegen, 1998.

Budiharjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
1998.

Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu,
Surabaya, 1987.

Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie
Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Kartaprawira, Rustadi, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta, 1998.

Komariah, Hukum Perdata, UMM Press, Malang, 2002.

Mamulang, M., Dasar-Dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

91



92

Phillips, Estelle M., dan Derek S. Pugh, How to get a PhD, A Handbook for students
and their supervisors, Fourth Edition, Open University Press, Mc Graw Hill
Education, Inggris, 2005.

Rahardjo, Satjipto, /Imu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Rato, Dominikus, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,
Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Subekti, H dan Mulyoto, Perkumpulan Dalam Rangka Menyongsong lahirnya Undang-
Undang Perkumpulan, Cakra Media, Yogyakarta, 2016.

Sesung, Rusdianto, Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris, R.A.De.Rozarie,
Surabaya, 2017.

Sidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, [lmu Hukum, Teori
Hukum dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Soejono & Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Stout HD, de Betekenissen van de Wet, yang disadur oleh Irfan Fachruddin,
Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah,
Alumni, Bandung, 2004.

Winayanti, Nia Kania, Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas, Pustaka
Yustisia, Yogyakarta, 2011.

Winarmo, Nur Basuki, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi,
Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.

Zain, Badudu, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994



93

TESIS DAN JURNAL

TESIS:

Mahdi, Imam, Pembubaran Ormas ‘“Radikal” Dalam Perspektif Perundang-
Undangan (Kajian Khusus Perppu No. 02 Tahun 2017), Jurnal Nuansa Vol.
X, No. 2, Desember 2017.

Siregar, Marthin, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan Ketentua Pasal
50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tesis, Universitas Narotama,
Surabaya, 2016.

Wardhani, Lidya Christina, Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang
Dibatalkan Oleh Pengadilan, Tesis, Program Kenotariatan Universitas

Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

JURNAL:

Nasution, Bismar, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum,
Makalah, disampaikan pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum
dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara, Medan, tanggal 18 Februari 2003.

Mahfud MD, Moh. Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik,
Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang
diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Mahkamah Konstitusi,

Jakarta, 8 Januari 2009.



94

Syafrudin, Ateng, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih
dan Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas
Parahyangan, Bandung, 2000.

Winata, Muhammad Reza, Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan
Pembubaran Oragnisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh
Pemerintah, Jurnal Pendidikan Hukum, Pusat Penelitian dan Pengkajian
Perkara dan Pengelolaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,

Jakarta, 2018.



95

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang.

Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.



96

INTERNET

Admin Warung Arsip, “tahukah kamu empat ormas/orpol dibubarkan tanpa lewat
pengadilan”, 27 Juli 2017, http://warungarsip.com/tahukah-kamu-empat-
ormas-orpol-ini-dibubarkan-pemerintah-tanpa-lewat-pengadilan/diakses
pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 05.00 WIB.

Yance Arizona, Apa Itu Kepastian Hukum?
http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum diakses
tanggal 5 April 2020, pukul 22.00 WIB.

https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-radikal-dan-contohnya/
diakses pada tanggal 12 Juli 2019 pukul 23.00 WIB.

Ronggo Astungkoro, 3 Pengertian Radikal Menurut Menko Polhukam, Apa Saja?,
Republika.co.id, 12 November 2019 Pukul 02.30 WIB, 3 Pengertian
Radikal Menurut Menko Polhukam, Apa Saja? | Republika Online, diakses
pada tanggal 13 Desember 2020, pukul 20.00 WIB.

Miftakhul Huda, Contrarius Actus, 28 Januari 2010,
http://www.miftakhulhuda.com/2010/01/contrarius-actus 28.html,  diakses pada
tanggal 28 Desember 2020 pukul 19.00 WIB.

Herlien Budiono, Peran, Fungsi dan Keberadaan Notaris Indonesia, Selasa, 24
September 2019, Peran, Fungsi dan Keberadaan Notaris Indonesia Oleh: Herlien

Budiono*) - hukumonline.com, diakses pada tanggal 24 Februari 2021, pukul 06.00
WIB.




